BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.907, 2015 KEMENPORA. Indikator = Kinerja  Utama.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0186 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wuntuk memberikan informasi kinerja dan
ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pemuda dan
Olahraga dalam pencapaian sasaran strategis perlu
disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
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tentang  Penetapan  Indikator Kinerja  Utama
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5067);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4703);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
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10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara.;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

16. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Nomor 0262 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA' UTAMA KEMENTERIAN PEMUDA  DAN
OLAHRAGA TAHUN 2015 - 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai
penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana
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atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis dan tujuan program dan kebijakan.

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-
2019 yang selanjutnya disingkat IKU Kemenpora 2015-2019 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

IKU Kemenpora 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang
digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian
Pemuda dan Olahraga untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
d

menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
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e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-
20109.

Pasal 4

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan
Olahraga wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja;

(2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
Pemuda dan Olahraga dengan tembusan disampaikan kepada
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Inspektur
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan
Menteri ini, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan
tugas:

a. Reviu atas capaian kinerja setiap wunit kerja di lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka memastikan
keandalan dan keakuratan informasi dalam hasil monitoring dan
evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja;

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan
kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan disampaikan
kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian
Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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